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PUTUSAN
Nomor 0815/Pdt.G/2015/PA.KAG

~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana

tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

penggugat (alm), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun | RT.01 Desa
Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Pitria binti Hasan, umur 62 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat
tinggal di Dusun | RT.01 Desa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung
Raja Kabupaten Ogan llir, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor
W6-A4/664/HK.05/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016, sebagai Kuasa
Penggugat,

melawan

tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Aiptu A. Wahab RT.01 RW.
01 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota
Palembang, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di

seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember
2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan
Register perkara Nomor 0815/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 24 Nopember 2015,

telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
di Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja pada tanggal 08
Desember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
1186/93/X11/2011, Tanggal 12 Desember 2011 ;

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan,
sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan
antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Palembang selama
Kurang lebih 1 tahun, kemudian menetap di rumah sendiri di Serang
Banten sampai dengan pisah. Selama dalam pernikahan tersebut
Penggugat dan Tergugat sudah pernah berhubungan layaknya suami
isteri, dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama: M. Fakri
umur 3 tahun tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;

3. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun,
dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

4, Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan yang disebabkan:
- Penggugat tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

- Tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa kabar selama 1 tahun 4

bulan;
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- Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan
penggugat;

- Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Tergugat sering menggunakan sabu-sabu;

- Tergugat sering berkata kasar;

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama kurang lebih 1
tahun 4 bulan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat
dan Tergugat di rumah sendiri di Serang Banten pada tanggal 20 Agustus
2014.berawal dari malam itu Penggugat yang ingin makan dan minta di
hidangkan makanan tersebut oleh Penggugat,pada saat Penggugat mau
menghidangkan,anak penggugat dan Tergugat menangis kemudian
Penggugat mengurusi anaknya dahulu agar anak tersebut diam/tidak lagi
menangis.melihat penggugat mengurusi anaknya dahulu dari pada
mengurusi Tergugat untuk makan lalu Tergugat marah-marah dan
terjadilah pertengkaran yang hebat,tidak itu juga, Tergugat juga melakukan
KDRT kepada Penggugat dengan memukul kepala dan dahi penggugat
sehinggah kepala dan dahi Penggugat bengkak dan benjol trus Tergugat
juga menggunakan senjata tajam ke leher Penggugat yang hampir saja
melukai leher Penggugat,akhirnya penggugat berhasil pergi dari rumah
keluarga Tergugat yang rumahnya tidak begitu jauh dengan rumah
Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan perlindungan..besoknya
Tergugat mengusir Penggugat dari rumah akhirnya Penggugat pergi
pulang ke rumah Orang tua nya dengan membawa anaknya di Desa
Tanjung Temiang, kec.tanjung Raja sampai dengan sekarang .saat ini
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,Penggugat tinggal di rumah
orang tua di Desa Tanjung Temiang ,Kec.Tanjung Raja,kab.Ogan llir
Sedangkan Tergugat masih menetap di Serang Banten yang sekarang
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang Lebih 1 tahun

4 pulan;
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6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat
tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat
yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk

dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (tergugat) terhadap
Penggugat (penggugat (alm)) ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan,
meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang
sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan
oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam

membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan,

sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan
Penggugat dengan register Nomor 0815/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 23
Nopember 2015, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :
. Bukti Surat

Kutipan Akta Nikah Nomor 1186/93/X11/2011, Tanggal 12 Desember 2011,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja,
Kabupaten Ogan llir, diberi kode (P);

Bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir di
kepaniteraan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan

ternyata cocok;
Il Bukti Saksi
Saksi 1

Emi susanti binti Bandarman, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan
.SLTA., Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Il Desa
Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan llir, saksi
mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
J Bahwa Saksi hadir saatpg dan Tergugat menikah;
J Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat

berstatus jejaka, antara Pemohon dan Tergugat belum pernah bercerai;
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o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang
tua Tergugat di Palembang, terakhir tinggal di Serang hingga berpisah;

o Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
keturunan 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;

o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun selebihnya
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran anatara
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersikap kasar, menyakiti
jasmani Penggugat dan Tergugat sering menggunakan narkoba;

o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dmana Penggugat pergi
meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap
Tergugat;

o Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling
memperdulikan lagi;

o Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah bermusyawarah untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

o Bahwa Saksi pernah memerikan asihat kepada Penggugat agar
bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2

Jailani bin Hamzah, Umur 61. tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA.,
Pekerjaan pesiunan guru, bertempat tinggal di Dusun | RT.01 Desa Tanjung
Temiang Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir, saksi mengaku
sebagai tetangga dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

o Bahwa Saksi hadir saatpg dan Tergugat menikabh;
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o Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat
berstatus jejaka, antara Pemohon dan Tergugat belum pernah bercerai;

. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang
tua Tergugat di Palembang, terakhir tinggal di Serang hingga berpisah;

o Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
keturunan 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;

o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun selebihnya
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran anatara
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersikap kasar, menyakiti
jasmani Penggugat dan Tergugat sering menggunakan narkoba;

o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dmana Penggugat perqgi
meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap
Tergugat;

. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling
memperdulikan lagi;

o Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah bermusyawarah untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

o Bahwa Saksi pernah memerikan asihat kepada Penggugat agar

bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini
dan turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah
jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa
perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu juga
dengan tetap memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kayuagung
berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena

itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke
persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya
untuk menghadap tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara
resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg Majelis
Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat
diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan menjadikan bahan
pertimbangan dalam putusan ini pendapat Ulama pengarang Kitab Ahkamul
Qur’'an, Juz 2, halaman 45:

Al a Y AL gh s i el e e Sl ) et e
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Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia

termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan
dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi yang
dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada
tanggal 08 Desember 2011 yang telah dikaruniai anak 1 orang, pada awalnya
rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian

antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan
- Penggugat tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

- Tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa kabar selama 1 tahun 4

bulan;

- Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan
penggugat;

- Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Tergugat sering menggunakan sabu-sabu;

- Tergugat sering berkata kasar;

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama kurang lebih 1 tahun 4

bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalii pokok dalam gugatan
Penggugat tersebut, Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 2
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memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada
dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama,
khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan
yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam
peraturan perundangan, antara lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan
demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam gugatan aquo tetap
harus dibuktikan kebenarannya,;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus
membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal
1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian
dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat
yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan
perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya
perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat
Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti

P, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No0.0815/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 08
Desember 2011;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dalam perkara ini
merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari
akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan
Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan

gugatan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai
dari Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19
Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari
pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk
mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut,
sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi,
yaitu saksi 1 adalah saudara kandung Penggugat dan saksi 2 merupakan
tetangga Penggugat. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu
persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175
RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut
mengenai dalil angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat adalah fakta
yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat juga merupakan
kesaksian yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian karena memiliki
keterkaitan dan hubungan yang menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran. Oleh karena
itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil
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sebagaimana Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi-
saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim
telah menemukan fakta sebagai berikut:

----------- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan

perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Desember 2011;

-- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

-------------- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah, karena Tergugat
meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini telah

berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;

----Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak

pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

——————— Bahwa orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

--------- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan

perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2
yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan
apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan

atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi
Hukum Islam untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan
dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan
pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak;
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Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa
alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan
tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum menjatuhkan
talak Tergugat terhadap Penggugat perlu dipertimbangkan apakah perkawinan
Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa unsur untuk terjadinya

suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri

sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut telah
terjadi sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang-orang dekat
Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
telah berlangsung secara terus menerus, sehingga unsur pertama telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
Penggugat tetap pada pendiriannya ingin memutuskan perkawinannya, bahkan
saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun 4
bulan, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah saling mempedulikan lagi. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri terhadap satu sama lain.
Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan
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Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu
mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun
kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sikapnya bersikeras
untuk tetap bercerai. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat

disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa
ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi
terdapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan
Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut tidak mungkin dapat
mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur’an surat
Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “mewujudkan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Selain itu apabila
perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan berlangsung
justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan
dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan
menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak suami dan istri, padahal sesuai
dengan kaidah figih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada

menarik manfaat;

Alladl (s e atie alid) s

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan.
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Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan Penggugat dan
Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi
dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah
termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) jis. Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3),
Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat
dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar

hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :
e i " I B * ", w .

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada

isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi
ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jis. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 “Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan
Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup
alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak
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satu kepada Tergugat”. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat

dapat dikabulkan dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan gugatan dari Penggugat
sebagai istri dan talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama, maka
berdasarkan Pasal 113 dan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis
Hakim memutuskan menjatuhkan talak ba’'in sughra dari Tergugat terhadap

Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka
Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan ilir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar’'i yang berkenaan dengan
perkara ini.

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat
(penggugat (alm);

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan Agama  Kayuagung untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung
Raja Kabupaten Ogan llir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 20 Juni
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh M.
Syarif, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Sundus Rahmawati, S.H. serta Azwida,
S.HI. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Sundus Rahmawati, S.H. M. Syarif, S.HI.
Hakim Anggota,

Azwida, S.HI.
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Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 555.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 646.000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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